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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mewajibkan setigp umat manusia terlebih bagi umat muslim
untuk selalu berbuat kebagjikan dimanapun dan dalam segala kondisi apapun.
Salah satu yang merupakan realisasi kebajikan tersebut adalah menginfakkan
sebagian harta yang dimiliki dalam bentuk wakaf. Transaksi wakaf ini
merupakan salah satu titel transaksi dari berbagai cara transaksi untuk
memperoleh hak menurut figh Islam, cara-cara itu antar lain jual beli, tukar
menukar, infak, sedekah, hadiah, wasiat, wakaf, warisan, hibah, jakat, ihyaul
mawat.!

Daam ha ubudiyahnya wakaf merupakan satu nilai yang sangat
tinggi di hadapan Allah . sebagai wujud keimanannya dan juga sebagai bekal
bagi si wakif (orang yang berwakaf) itu sendiri ketika nanti menghadap Allah
SWT. Wakaf merupakan amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir
selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan. Sedangkan dalam pandangan
sosial, wakaf merupakan aset dan investasi pembangunan yang sangat
\\bernilai.Sebagian besar tempat-tempat peribadatan umat Islam dan lembaga-
lembaga pendidikan dibangun di atas tanah wakaf.

Sejak datangnya Islam ke Nusantara ini, wakaf telah dilaksanakan

berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam kala

L H. Adijani al Alabij, Perwakafan tanah di Indonesia, dalam teori dan praktek, Jakarta Raja
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itu, Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan
keagamaan dan adat kebiasaan setempat ,seperti kebiasaan melakukan
perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya
kepada seseorang atau lembaga tertentu , kebiasaan memandang wakaf
sebagal amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat tuhan tanpa harus
melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata
yang siapa sgja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seijin Allah .
Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah
dalam melakukan wakaf, umat islam Indonesia lebih banyak mengambil
pendapat dari golongan Syafi’iyah yang terkait dengan : ikrar wakaf, benda
yang boleh diwakafkan, peruntukan harta wakaf dan boleh tidaknya tukar
menukar benda wakaf. 2

Tradis wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena
yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami
perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak
ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW),
sertifikat tanah dan lain-lain. Dari segi jenis bendanya wakaf yang dilakukan
oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk
keperluan magjid, musholla, madrasah, pesantren, makam, rumah yatim piatu
dan lainnya. Ada juga berupa pesawahan dan perkebunan , namun karena

terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf itu

2 HA Djunaedi (Ketua tim) Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
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sendiri mengakibatkan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif, Selain
itu juga tidak kecil jumlahnya terdapat benda wakaf yang justru menjadi
beban para nadhirnya.

Dari kenyataan itulah, sgjak diundangkannya UU No. 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan lahirnya Undang-undang
No. 41 Tahun 20014 tentang wakaf , perwakafan mulai dan terus dibenahi
dengan melakukan pembaharuan pembaharuan di bidang pengelolaan dan
paham wakaf secara umum.

Diantara pembaharuan tersebut adalah sertifikasi tanah wakaf. Upaya
sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki
sertifikat adalah bentuk pembaharuan paham dilingkungan masyarakat
muslim Indonesia yang tadinya masih memandang bahwa wakaf sudah sah
jika dilakukan secara lisan tanpa harus dicatatkan secara resmi kepada
administrasi pemerintahan. Tata cara wakaf cukup dengan ikrar dari wakif
bahwa dia mewakafkan miliknya.®

Namun Fenomena yang terjadi walaupun UU No. 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan lahirnya Undang-undang
No. 41 Tahun 20014 tentang wakaf sudah lama diundangkan, dimasyarakat
masih ada yang menganggap wakaf adalah urusan kepercayaan sgja. Kepada

salah satu tokoh agama yang dianggap Nadhir. Mereka enggan untuk
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melegalkan aset wakafnya atau menindaklanjuti proses wakafnya dengan
proses administrasi perwakafan yang berlaku sesuai undang-undang.

Fenomena perwakafan tersebut di atas juga terjadi pada masyarakat
Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, banyak tanah wakaf yang tidak
memiliki kepastian hukum, baik data fisk maupun kepastian data secara
yuridis.

Keengganan masyarakat ini alasanya berbeda- berbeda mulai dari
prosedur yang rumit, hanya menambah pekerjaan, biayanya mahal , atau
persyaratan yang tidak lengkap, dan masih banyak alasan lainnya
Keengganan ini membuat masyarakat yang mewakafkan masih sga
melakukan praktek wakaf dibawah tangan atau tidak tercatat. Sayang
memang, walaupun peraturan dan perudang-undangan tentang wakaf sudah
jelas mengatur tata cara dan prosedur wakaf, pada tataran pelaksanaannya
masih belum maksimal . Di masyarakat Masih berkembangnya paragdima
lama tentang pengelolaan wakaf,di mana aspek legalitas forma belum
menjadi unsur penting dalam pengamanan harta benda wakaf. Sebagian
masyarakat masih banyak yang mewakafkan harta benda/ tanah miliknya
kepada seseorang sebagai Nadhir tanpa bukti-bukti tertulis/'wakaf di bawah
tangan. Mereka belum memiliki budaya tertib administrasi (pencatatan),
banyak masyarakat yang belum memahami ada instansi resmi yakni KUA
yang memiliki tugas pembinan perwakafan di tingkat kecamatan

Akibat dari wakaf yang tidak ada legalitasnya tersebut, dalam

banyak hal, sering muncul berbagai kasus sengketa tanah-tanah wakaf yang di



sebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah minimnya bukti-bukti
administratif negara sebagai pelindung hukum, perilaku sebagian nadhir yang
tidak bertanggung jawab, tindakan pihak-pihak ketiga yang dengan sengaja
mengambil paksa atau menyerobot tanah wakaf atau menyal ahgunakan fungsi
wakaf tersebut.

Dari praktek wakaf seperti inilah persoalan-persoalan baru
bermunculan seperti hilangnya benda-benda wakaf, perebutan harta benda
wakaf oleh ahli waris/Nadhir, obyek persengketaan para pihak yang
berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan
tidak dikelola secara baik. Untuk itu pola sertifikati tanah-tanah atau benda
wakaf lainnya merupakan upaya memperbaharui paradigma baru perwakafan
di Indonesia. *

Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 20014 tentang wakaf ini
seyogyanya merupakan langkah maju yang ditempuh oleh pemerintah
khususnya dalam bidang aturan yang mengatur tentang wakaf, karena hampir
selama kurun waktu yang sangat lama sekali lamanya Negara kita belum
mempunyai peraturan dalam bentuk undang-undang dibidang Wakaf

Untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah wakaf yang
berakibat pada terjadinya keributan/keresahan terhadap umat/masyarakat
diperlukan peran aktif dari Kepala KUA sebaga salah satu unsur yang

ditunjuk oleh undang-undang menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
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(PPAIW) untuk terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat
untuk melegalisas aset-aset tanah wakafnya.

Bila pengelolaan wakaf dilakukan dengan baik dengan diawali dari
pengadministrasian yang benar disusul dengan pengelolaan aset wakaf yang
baik pula maka Insya Allah manfaat wakaf untuk kemaslahatan umat dapat
diwujudkan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka
penulis berkenan untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tesis,
dengan judul: “PROBLEMATIKA LEGALISASI TANAH WAKAF DI

KUA KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG “

B. Identifikas Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas ada beberapa hal

yang menjadi permasalahan antaralain :

1. Idealnya menurut UU no. 41 Th 2004 wakaf harus diikrarkan di depan
PPAIW yang selanjutnya oleh PPAIW dibuatkan Akta lkrar Wakafnya

2. Banyak aset wakaf yang masih dibawah tangan/tidak tercatat

3. Adanya aset wakaf aset wakaf yang belum mempunyai bukti kepemilikan
baik sertifikat maupun Akta Jual Beli

4. Adanya aset wakaf yang diserobot /digugat oleh ahli waris/pihak ketiga

5. Kurang profesionalnya nadhir dalam mengurus aset wakaf

6. Adanya hambatan pengembangan aset wakaf akibat status wakaf belum

tercatat



7. Sering terjadi keresahan umat yang disebabkan adanya sengketa tanah

wakaf

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan permasalahan ini lebih
mengkerucut pada tujuan pembahasan, maka perlu kiranya penulis membatasi
permasalahan. Oleh sebab itu dalam tesis ini penulis membatasai pada
permasal ahan:
1. Faktor-faktor pendukung dan penghambat legalisasi tanah wakaf
2. Peran KUA dalam melegalisasi tanah wakaf

3. Dampak Legalisas tanah wakaf bagi Kemaslahatan Umat

D. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesisini sangat diperlukan adanya penelitian yang
seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah tujuan
yang ingin dicapainya itu jelas, sehingga dalam hal ini perlu adanya rumusan
masalah yang akan menjadi tolak-ukur dari pokok pembahasan, guna
mencegah terjadinya kesimpangsiurandan ketidak-konsistenan di dalam

penulisannya.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahanyang akan

digjukan dalam penulisan tesis ini adalah:



1. Bagaimana Faktor-faktor pendukung dan penghambat legalisasi tanah
wakaf
2. Bagaimana Peran KUA dalam melegalisasi tanah wakaf

3. Bagaimana Dampak Legalisasi tanah wakaf bagi Kemaslahatan Umat

E. Tujuan Pendlitian
1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat legalisas
tanah wakaf
2. Untuk Mengetahui Peran KUA dalam melegalisasi tanah wakaf
3. Untuk mengetahui Dampak Legaisasi tanah wakaf bagi Kemaslahatan
Umat

F. Manfaat Penditian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti
untuk hal-hal sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
1.1 Menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah atau
memperkaya perbendaharaan disiplin ilmu tentang wakaf
1.2 Menjadi bahan komplementer atau referensi bagi penelitian sgjenis
yang dapat memberikan kontribusi positif
2. Manfaat praktis
2.1 Menjadi salah satu syarat guna menyelesaikan program pasca sarjana
di lembaga IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pada Program

Studi Hukum Keluarga Islam



2.2 Menjadi salah satu koleks bagi kepustakaan di perpustakaan IAIN

Sultan Maulana Hasanudin Banten

G. Kerangka Teori

Kata wakaf diambil dari kata “wagafa — wagfan - wawuquufan”,
menurut bahasa berarti menahan atau berhenti®. Kata wakaf sendiri berasa
dari kata kerja ““ waqafa *“ (fiil madi) yaqifu “fiil mudari * waqgfan “ (isim
masdar) . Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah : menahan harta
yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan
bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. °

Sedangkan menurut Undang Undang No. 41 tahun 2004 pasal 1
wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.’

Dasar hukum disyari’atkannya wakaf dalam Islam dapat ditemukan
pada ayat-ayat Al Qur’an maupun Hadits Nabi.® Sebenarnya banyak ayat

yang secara umum menjelaskan tentang shadagah maupun infak akan tetapi

S“Al-MunawirKamus Arab — Indonesia Terlengkap™ Surabaya, Pustaka Progressif, 1997 hal. 1576
6 Adijani al Alabij, Perwakafan tanah di Indonesia, dalam teori dan praktek, Jakarta Raja Grafindo
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7UU no. 41 th 2004 tentang wakaf
8 Amirudin Darori (ketua tim), Wakaf for Beginner , Direktorat Pemberdayaan wakaf, Dirjen
Bimas Islam , Kemenag RI, 2010, hal 27
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dalam kitab-kitab mu’tabar yang secara spesifik dipergunakan sebagai dasar
pemikiran dalam merinci pembahasan tentang wakaf adal ah sebagai berikut :°
1. Al Qur’an Surat Al bagoroh ayat 267
2. Al Qur’an Surat Ali Imron ayat 92
3. Al Quran Surat An Nahl ayat 97
4. Al qur’an Surat Al Hajj ayat 77
Di Indonesia terdapat berbagai perangkat peraturan yang mengatur
masalah perwakafan diantaranya:
5. UU no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
6. UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
7. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
8. KMA No 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak
bergerak dan benda bergerak selain uang
Dalam figh Islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf yaitu :1°
a. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya dan orang yang
sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan.
b. Maukuf, yaitu sesuatu atau harta benda berharga, jelas keberadaannya, dan
dimiliki secara penuh oleh wakif sebelum diwakafkan.
c. Maukuf ‘Alaihi, (pengelola/nadhir) yaitu ke mana suatu harta atau benda
akan diwakafkan. Dalam hal ini maukuf ‘alaihi ada dua macam :
1. Mu’ayyan ; maukuf ‘alaihi yang berbentuk perorangan atau individu

yang bisaterdiri dari satu orang dua orang atau sekelompok orang

9 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hal 55
10 |mam TagiyuddinAbi Bakar Bin Muhammad al husaini, Kifayatul akhyar, Syirkah Nur Asia,
Tanpa tahun
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2. Ghairu Mu’ayyan ; maukuf ‘alahi yang berbentuk kelompok atau
golongan tertentu seperti Fugara’, Ulama, Qurra’, dan Mujahidin serta
maukuf ‘alaihi yang berbentuk institusi agama atau bentuk lainnya yang
mendukung pelaksanaan aktivitas keagamaan dan kepetingan umum
seperti Masjid, Ka’bah, tempat yang diwakafkan fakir miskin tanpa
kecuali, madrasah dan aktifitas mengkafani orang-orang yang telah
meninggal dunia. Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang
memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai
dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.** Sedangkan menurut undang-
undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf
menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta-benda
wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.

d. Shighat yaitu suatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari wakif
kepada maukuf aaihi yang berupa penegasan penyerahan ( ijab ) dan
penegasan penerimaan (gabul). Para ulama sepakat bahwa shighat cukup
dengan ijab sga jika wakaf kepada maukuf aaihi ghoiru muayyan.
Sedangkan golongan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa sighat
wakaf sudah cukup dengan ijab sgja meskipun pada wakaf untuk maukuf
alaihi muayyan. Menurut golongan Malikiyah, Syafiiyah dan sebagian
golongan Hanafiyah bahwa shighat wakaf harus terdiri dari ijab dan gabul

pada wakaf untuk maukuf alaihi muayyan.

H1Suparman usman.Hukum perwakafan di Indonesia. Serang, Darul Ulum Press.1999 Hal. 33
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Dalam pasal 17 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
menjelaskan “ Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadir dihadapan
PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi “. Ayat 2 nya berbunyi
“lkrar wakaf sebagainmana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan
dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW” 12

Dalam pasa 2 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa * Wakaf
sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Pasal 3 nya menyebutkan “ Wakaf
yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No memor 41 Tahun 2004
tentang wakaf Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf yang disingkat PPAIW
adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta
ikrar wakaf .

Prosedur yang harus ditempuh oleh wakif dan nadhir/penegelola
tanah wakaf adalah berusaha untuk melegalisasi tanah wakafnya yaitu dengan
jalan dicatatkan dengan dibuatkan Akta lkrar Wakaf dihadapan PPAIW.
Selanjutnya didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota supaya dapat
diterbitkan sertipikat Hak Wakaf yang mempunyai kepastian hukum dalam
rangka mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Untuk melakukan rangkaian kegiatan perwakafan, dokumen yang
harus disiapkan oleh calon wakif berupa : Sertipikat Hak Milik atas nama
wakif; Surat Persetujuan dari para ahli waris calon Wakif; Surat pernyataan

keluarga Wakif tentang tanah yang akan diwakafkan; Surat Keterangan dari

12.yU No. 41 Th. 2004 tentang wakaf
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Kepaa Desa yang dikuatkan oleh Camat yang menjelaskan bahwa tanah yang
akan diwakafkan tersebut benar milik calon wakif dan tanah tersebut tidak
dalam sengketa; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kepala
Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten yang antara lain menjelaskan bahwa
tanah tersebut dalam keadaan bebas dari segala hak lain yang membebani
seperti : hak tanggungan (tanah menjadi obyek agunan), HGB di atas tanah
tersebut dan lain-lain.

Sedangkan dokumen yang harus disiapkan oleh Nazhir, yaitu surat
Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan setempat tentang bukti dan
keabsahan penunjukan Nazhir tersebut sebagai pengelola tanah wakaf
tersebut; KTP bila nazhir perseorangan, atau Akta Badan Hukum bila nazhir
adalah Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementrian
Hukum dan HAM , langkah berikutnya adalah Penerbitan Sertipikat Wakaf,

Dokumen yang harus disiapkan oleh PPAIW sebagai pemohon
untuk mengajukan permohonan Sertipikat Hak Wakaf di Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota. Sertipikat Hak Milik atas nama Wakif. Akta Ikrar Wakaf,
Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama tentang Nazhir yang akan
mengelola tanah wakaf tersebut.

Ada tiga prosedur yang harus diperhatikan dalam rangka
pendaftaran tanah wakaf. Ketiga prosedur ini tergantung dari status tanah

yang akan diwakafkan. Prosedur itu adalah :*

13 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 89
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1. Untuk hak atas tanah yang sudah bersertipikat hak milik, pada prosedur
ini calon wakif sudah mempunyai sertipikat Hak Milik atas nama wakif.
Pada tahapan pertama yang dilakukan adal ah proses penerbitan Akta Ikrar
Wakaf di Kantor KUA Kecamatan setempat yang dilakukan oleh Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah Akta lkrar Wakaf
diterbitkan, maka langkah berikutnya permohonan penerbitan sertipikat
tanah wakaf oleh PPAIW Kecamatan atas nama Nazhir yang digjukan
kepada Kepala Pertanahan (BPN) Kabupaten/Kota, sebagaimana
ketentuan dalam pasal 32 sampai 35 UU No. 41 Tahun 2004.

2. Untuk hak atas tanah yang belum bersertipikat. Pada tahapan ini tanah
milik calon wakif belum mempunya Sertipikat Hak Milik. Bagi tanah
milik yang demikian dokumen dan prosesnya lebih rumit dan panjang
termasuk pembiayaan yang lebih besar. Ada tiga proses yang harus
dilakukan : yang pertama penerbitan sertipikat hak milik atas nama wakif
dulu, kedua penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW, dan yang ketiga
permohonan penerbitan sertipikat tanah wakaf oleh PPAIW atas nama
Nazhir yang digukan kepada Kepala Pertanahan Kabupaten/Kota.
Perbedaan yang utama dalam tahapan ini yaitu tanah yang akan
diwakafkan harus bersertipikat hak milik atas nama wakif dulu, baru
prosedur berikutnya sama dengan tahapan pada tanah yang telah
bersertipikat. Proses yang demikian inilah yang sering menjadikan
kendala dan problem. Ada keengganan dari Nazhir karena harus

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan rumitnya proses penerbitan
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sertipikat hak milik. Hal ini yang kemudian Nazhir mencukupkan,
bilamana wakif sudah menyatakan melepaskan hak atas tanahnya untuk
diwakafkan. Akibatnya tanah yang diwakafkan tersebut belum
mempunyai kepastian hukum bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan
oleh si Wakif.

3. Proses tanah wakaf yang masih berstatus bukan hak milik artinya tanah
tersebut masih berstatus Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak
Pakai atau hak lain, karena dalam obyek Tanah Wakaf wajib berstatus Hak
Milik, maka ada tiga langkah yang harus diperhatikan: pertama hak atas
tanah tersebut (baik yang masih berstatus Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha, Hak Pakai atau hak lain) harus dilakukan peningkatan Hak atau
penegasan hak atas tanah agar dapat menjadi Hak Milik terlebih dahulu,
langkah kedua, baru dibuatkan atau penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh
PPAIW Kecamatan, dan yang ketiga permohonan penerbitan sertipikat
tanah wakaf oleh PPAIW mewakili Nazhir yang digjukan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pada prosedur ini memang agak rumit
sedikit dibandingkan dengan tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik,
akan tetapi lehih ringan dibandingkan dengan tanah yang belum
bersertipikat dan biayanyajugatidak terlampau tinggi.

Peranan dari PPAIW sangat tinggi dalam rangka penerbitan

Sertipikat Wakaf sehingga Tanah Wakaf tersebut mempunyai jaminan

kepastian hukum. Dapat dilihat pada Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004, yang

menyebutkan bahwa “PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda



16

wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sgjak
akta ikrar wakaf ditandatangani”. PPAIW bukan saja menyiapkan dokumen
atau kelengkapan administrasi sgja sebagai kelengkapan untuk mengajukan
permohonan pendaftaran sertipikat wakat tetapi pejabat yang dianggap
mempunyai kompetensi dan kapabel untuk mewujudkan jaminan kepastian
hukum..

Menurut bentuknya,akta dapat dibagi menjadi akta otentis dan akta
dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang di
beri wewenang untuk itu oleh penguasa,menurut ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan,baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan
(liat pasal 165 HIR 1868 KUH Per,dan 285 Rbg).akta dibawah tangan iaah
akta yang sengagja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan
dari seoarang pejabat.*

Akta mempunyai dua fungsi formil(formalitas causa) dan fungsi
alat bukti(probationis causa).formalitas causa artinya akta berfungsi untuk
lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum,jadi bukan sahnya
perbuatan hukum.dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk
adanya suatu perbuatan hukum,probationis causa berarti akta mempunyai
fungss sebagal alat bukti,karena sgak awal akta tersebut di buat dengan
sengaja untuk pembuktian di kemudian hari.sifat tertulisnya suatu perjanjian
dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar

dapat digunakan sebagai alat bukti dibukti di kemudian hari.

14 H. Mubarok, Buku Peraturan Perwakafan tanah Milik, Kanwil Depag Jawa Barat, 1997 hal 1
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Kekuatan pembuktian akta di bedakan menjadi tiga macam:

1. kekuatan pembuatan lahir (kekuatan pembuktian yang di dasarkan pada

keadaan lahir,apa yang tampak pada lahirnya; acta publica proban sese
ipsa);

. Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa
bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang di
muat dalam akta);

. Kekuatan pembuktian materil (memberikan kepastian tentang materi
suatu akta).

Daam konteks perwakafan nasional, PPAIW memiliki peran

penting, yaitu:®

a. Sebagal ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah

masyarakat. Posisi PPAIW menjadi sangat penting karna memiliki peran
utama terdaftar atau terjadi tidaknya perbuatan hukum wakaf berdasarkan
peraturan perundang-undangan meskipun secara figih, wakaf dapat di
lakukan, PPAIW menjadi salah satu organ penting pemerintah, dalam hal
ini kementrian agama, dalam pengadministrasian perwagkafan nasional.

. Sebagai pihak yang memiliki data ril perwakafan di tingkat kecamatan
daam rangka pengamanan harta benda wakaf. Data perwakafan
menyangkut administrasi yang terdiri dari jumlah harta benda wakaf,
potenss yang di miliki, sertifikas harta benda wakaf, dan proses

administrasi wakaf lainnya.

15 HM Attamimy, (ketua tim penyusun), Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW, Direktorat

Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013 him 9
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c. Menjadi fasilitator atau setidaknya pendamping jika suatu kali terdapat
persengketaan perwakafan, baik menyangkut unsur hukum maupun
konflik internal Nadhir yang terjadi di likngkup atau wilayah kerjanya.

. Tinjauan Pustaka

Setelah mengkaji beberapa tulisan ilmiah atau penelitian yang
secara umum membahas tentang peran Kepaa KUA daam
mengimplementasikan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, secara sfesifik
belum banyak yang membahasnya. Beberapa bahan tulisan yang menjadi
bahan perbandingan penulis antaralain :

1. Suhirman dalam tesisnya yang berjudul “ Efektifitas Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pengelolaan
harta tanah wakaf oleh nadhir di Kecamatan Denpasar Barat Kota
Denpasar, ia menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf telah diberlakukan di Indonesia. Pemberlakuan
terhadap undang-undang tentang wakaf ini telah berjalan sepuluh tahun
lebih namun belum menampakkan hasil yang secara optimal. Salah satu
tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf ini adalah agar harta tanah wakaf yang mempunyai nilai manfaat
ekonomi dan mempunyai potensi untuk dikembangkan secara
produktivitas ekonomi agar dikelola secara efektif dan efisien guna
memajukan kesgahteraan umum  Hampir setigp bangunan seperti
misalnya tempat ibadat,komplek pendidikan, tempat pelayanan kesehatan,

asrama ataupun tempat fasilitas umum lainnya itu berdiri diatas tanah
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wakaf. Namun disadari juga bahwa masih banyak tanah wakaf yang
belum dikelola secara optimal. Keberadaan perwakafan tanah milik
merupakan fundamen yang amat kuat sebagai suatu modal usaha dalam
bentuk produktifitas ekonomi yang hasilnya dapat dipergunakan untuk
mendukung dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial .1

2. Devi Kurnia sari dalam tesisnya yang berjudul Tinjauan perwakafan
tanah menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di
Kabupaten Semarang. Dalam penditiannya menyimpulkan bahwa Di
masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini
sesungguhnya peranan wakaf disamping instrumen-instrumen lainnya,
dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
khususnya di bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola secara baik.
Peruntukkan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada
pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan
kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh
keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta
yang di wakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir wakaf. Pada
umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf
hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-ha yang lazim
dilaksanakan di indonesia seperti untuk masjid, musholla, makam, dan

sebagainya.Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 41 Tahun

16 Syhirman, Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
dalam pengelolaan harta tanah wakaf oleh nadhir di Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar, Universitas Udayana, Denpasar 2015
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2004 tentang Wakaf, maka diharapkan perwakafan tanah dapat lebih
mengarah untuk pemberdayaan ekonomi umat, sehingga perlu
dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. */

3. Avri latif pratama dalam tesisnya yang berjudul “ Analisis Hukum Tentang
Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf , menyimpulkan
bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No memor 41 Tahun
2004 tentang wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang disingkat
PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk
membuat akta ikrar wakaf .. Bila pengelolaan wakaf dilakukan dengan
baik dengan diawali dari pengadministrasian yang benar disusul dengan
pengelolaan aset wakaf yang baik pula maka Insya Allah manfaat wakaf
untuk kemaslahatan umat dapat diwujudkan. 8

Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas , penelitian yang
dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya , sebab dalam
penelitian ini penulis akan membahas serta menganalisis problematika

legalisasi tanah wakaf di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang

17 Devi Kurnia Sari, Tinjauan perwakafan tanah menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf di Kabupaten Semarang. Universitas Diponegoro , Semarang,
2006

18 Ari Latif Pratama, Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar
Wakaf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya PalembaNg,tahun 2015,
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. Metodologi Pen€litian
1. JenisPenelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, *® yaitu berusaha
menggambarkan fakta dan data-data tentang Problematika Legalisasi
Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ,
kemudian melakukan penyusunan, pengolahan, dan penilaian terhadap
data-data yang ditemukan sehingga diperoleh gambaran lengkap dan
menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia , suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.?

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data
primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang
diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research)
dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku,
hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan objek

permasal ahan yang diteliti.

19 syharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik , Jakarta, Rineka Cipta, 1998,
hal 115
20 Moh Nasir, Metode Penelitian, Jakarta, Graha Indonesia, 1988, him 63
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3. Andis Data

Semua data yang diperoleh dikelompokkan, diolah dan diteliti serta
dievaluas keabsahannya. Setelah selesai diseleksi dan diolah lau
dianalisis dengan metode dedyuktif induktif, * hal ini dimaksudkan untuk
menentukan data yang benar-benar diperlukan dan mudah dianalisis lalu
ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan tentang
problematika legalisas tanah wakaf di KUA Kecamatan Kronjo
Kabupaten Tangerang .

Pada tahap penarikan kesimpulan data sekunder?® dianalisis secara
kualitatif dengan menelaah semua data yang diperoleh dari responden
sehingga ha ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapannya

dilapangan

J. Sistematika Penulisan

Untuk penyusunan tesis ini peneliti membahas setigp uraian

masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagiannya ke dalam bab-

bab adalah sebagai berikut :

BAB | Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang

berisikan antara lain latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka teori, Tinjauan

Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

21 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, cet Il hal 32

22 Rusady Ruslan, Metodologi Penelitian : Public Relation dan Komunikasi, Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, 2006, hal 32
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BAB 1l Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam dan UU No. 41
Tahun 2004 tentang wakaf, bab ini pada point A berisikan pengertian wakaf,
Landasan dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam macam
wakaf, perubahan peruntukan wakaf, sgjarah dan hikmah wakaf. Pada point B
berisikan dasar-dasar perwakafan, unsur dan syarat-syarat perwakafan, Akta
Ikrar Wakaf, perubahan harta benda wakaf.

BAB Il : Perwakafan tanah milik di KUA Kecamatan Kronjo, bab
ini berisikan Kondisi objektif KUA Kecamatan Kronjo, data wakaf di KUA
Kronjo, kondisi perwakafan tanah milik di Kecamatan Kronjo, Faktor
pendukung legalisas tanah wakaf di wilayah KUA Kronjo, faktor
penghambat legalisasi tanah wakaf di wilayah KUA Kronjo.

BAB IV Peran KUA dalan melegdisas tanah wakaf di
Kecmatan Kronjo bab ini berisikan kepala KUA selaku PPAIW, langkah
langkah Kepala KUA dalam melegalisasi tanah wakaf di KUA Kronjo,
Dampak positif legalisas tanah wakaf bagi kemaslahatan umat di
Kecamatan Kronjo, analisis penyelesaian problematika legalisasi tanah
wakaf

BAB V Penutup, merupakan penutup yang berisikan

kesimpulan,implikasi dan saran dari hasil penelitianini.
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